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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan
penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:
Saprudin Saban bin Usman Saban, tempat dan tanggal lahir Kaidundu, 15
Agustus 1989, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian
Lepas, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Palma,
RT 002 RW 004, Kelurahan Buladu, Kecamatan Kota
Barat, Kota Gorontalo, sebagai Pemohon |;
Ferawaty Pomontong binti Ahmad Pomontong, tempat dan tanggal lahir
Gorontalo, 09 September 1993, agama Islam, pekerjaan
Ibu rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di
Jalan Palma, RT 002 RW 004, Kelurahan Buladu,
Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, sebagai
Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya
tertanggal 20 Oktober 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Agama Gorontalo pada tanggal 24 Oktober 2022 dengan register perkara

Nomor 373/Pdt.P/2022/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jum’at tanggal 31 Agustus 2012 Pemohon | menikah
dengan Pemohon II, yang dilaksanakan di Desa Inomata, Kecamatan Bone
Raya, Kabupaten Bone Bolango, dengan wali nikah adalah Kakak kandung
Pemohon |l bernama Yeyen Pomontong yang diwakilkan mengakadkan
Imam Abdullah Amran, adapun yang menjadi saksi adalah Namrud Kono
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dan Samin Pomontong, dengan maskawin berupa uang sejumlah
Rp. 100.000,00 (serratus ribu rupiah) dibayar tunai.

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon | berstatus jejaka dalam
usia 21 tahun, sedangkan Pemohon Il berstatus Janda Cerai dengan bukti
Akta Cerai dalam usia 18 tahun.

3. Bahwa antara Pemohon | dengan Pemohon Il tidak ada hubungan darah
dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk
melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon | dan Pemohon Il bertempat
tinggal di rumah orang tua Pemohon | di Desa Mamongaa, Kecamatan
Bulawa, Kabupaten Bone Bolango. Dan sejak Tahun 2017 pindah dan
tinggal di rumah orang tua Pemohon Il di Kelurahan Buladu, Kecamatan
Kota Barat, Kota Gorontalo hingga sekarang. Dan telah hidup rukun
sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai tiga orang anak
perempuan, masing-masing bernama :

- Fitriani Ravia Saban binti Saprudin Saban, tempat tanggal lahir Gorontalo,
12 Agustus 2013, umur 9 tahun, 2 bulan.

- Putri Fatmawati Saban binti Saprudin Saban, tempat tanggal lahir
Gorontalo, 1 Desember 2015, umur 6 tahun, 2 bulan.

- Aisila Maryam binti Saprudin Saban, tempat tanggal lahir Gorontalo,
1 Juli 2017, umur 4 Tahun, 3 bulan.

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang
mengganggu gugat pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il, dan selama itu
pula Pemohon | dan Pemohon Il tetap beragama Islam;

6. Bahwa selama pernikahan, Pemohon | dan Pemohon Il tidak pernah
menerima Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone Raya,
Kabupaten Bone Bolango, karena pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il
tidak dicatat di Kantor Urusan Agama tersebut, Oleh karenanya Pemohon |
dan Pemohon Il sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari
Pengadilan Agama Gorontalo, agar dapat memiliki Buku Nikah dan

sekaligus mengurus Kartu Keluarga dan akta kelahiran ketiga anak tersebut.
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7. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il tidak mampu membayar biaya yang
timbul akibat perkara ini karena miskin berdasarkan Surat Keterangan
Nomor 400/Kesra/Bld/1134/2022 tanggal 18 Oktober 2022 yang dikeluarkan
oleh Lurah Buladu.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon | dan Pemohon Il mohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera
memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan
sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon Il;

2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon | (Saprudin Saban
bin Usman Saban) dengan Pemohon Il (Ferawaty Pomontong binti
Ahmad Pomontong) yang dilangsungkan di Desa Inomata, Kecamatan
Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango, pada hari Jum’at tanggal 31 Agustus
2012, untuk dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Barat,
Kota Gorontalo.

3. Membebaskan Pemohon | dan Pemohon Il dari seluruh biaya yang timbul
akibat perkara ini, dan dibebankan pada anggaran DIPA Tahun 2022.

Subsidair :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah
hadir sendiri di persidangan;

Bahwa permohonan lItsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan
pengumuman Pengadilan Agama Gorontalo untuk masa pengumuman selama
14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan
tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Gorontalo
sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa, sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim memeriksa
terlebih dahulu permohonan Pemohon | dan Pemohon Il untuk berperkara
secara prodeo di Pengadilan Agama Gorontalo yang dalam posita
permohoannya, Pemohon | dan Pemohon Il menyatakan bahwa mereka adalah
penduduk yang kurang mampu (miskin);
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Bahwa sehubungan dengan permohonan Penggugat untuk berperkara
secara cuma-cuma, Ketua Pengadilan Agama Gorontalo telah membuat
penetapan Nomor 373/Pdt.G/2022/Gtlo tanggal 24 Oktober 2022 dengan amar
sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon II;

- Memberiizin Kepada Para Pemohon untuk berperkara secara bebas biaya;

- Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada
Negara yang diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang
isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, kecuali tentang
statusnya sebagai janda cerai sebagaimana posita angka 2, dirubah dengan
menyatakan bahwa Pemohon Il janda dari perkawinan dibawah tangan dengan
suami sebelumnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon
telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Yayuk pomontong binti Ahmad Pomontong, umur 31 tahun, agama
Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di
Kelurahan Huangobotu Kecamatan Dungingi Kota Gorontalo, di bawah
sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para
Pemohon;

- Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il telah menikah di Desa Inomata,
Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango. pada 31 Agustus
2012;

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Kakak kandung
Pemohon Il bernama Yeyen Pomontong yang diwakilkan mengakadkan
Imam Abdullah Amran, adapun yang menjadi saksi adalah Namrud
Kono dan Samin Pomontong, dengan maskawin berupa uang sejumlah
Rp. 100.000,00 (serratus ribu rupiah) dibayar tunai.

- Bahwa sebelum menikah Pemohon | berstatus jejaka dan Pemohon Il

berstatus janda;
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- Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada hubungan keluarga
atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon |
dengan Pemohon Ii;

- Bahwa para pemohon telah dikaruniai 3 orang anak, yaitu Fitriani Ravia
Saban binti Saprudin Saban, umur 9 tahun,.Putri Fatmawati Saban binti
Saprudin Saban, umur 6 tahun, dan.Aisila Maryam binti Saprudin Saban,
umur 4 Tahun;

- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk agar dapat
memiliki BUku Nikah dan pengurusan Kartu Keluarga akta kelahiran
anak;

2. Yahya Kadir bin Ali kadir, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP,
pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Buladu Kecamatan
Kota Barat Kota Gorontalo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang
pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il telah menikah di Desa Inomata,
Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango. pada 31 Agustus
2012;

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Kakak kandung
Pemohon Il bernama Yeyen Pomontong yang diwakilkan mengakadkan
Imam Abdullah Amran, adapun yang menjadi saksi adalah Namrud
Kono dan Samin Pomontong, dengan maskawin berupa uang sejumlah
Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai.

- Bahwa sebelum menikah Pemohon | berstatus jejaka dan Pemohon II
berstatus janda;

- Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada hubungan keluarga
atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon |
dengan Pemohon II;

- Bahwa para pemohon telah dikaruniai 3 orang anak, yaitu Fitriani Ravia
Saban binti Saprudin Saban, umur 9 tahun,.Putri Fatmawati Saban binti
Saprudin Saban, umur 6 tahun, dan.Aisila Maryam binti Saprudin Saban,

umur 4 Tahun;
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- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk agar dapat
memiliki BUku Nikah dan pengurusan Kartu Keluarga akta kelahiran
anak;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan
mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon
adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para
Pemohon telah hadir sendiri dalam persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah
diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata
tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah
tersebut, maka Hakim Tunggal menilai perkara ini dapat dilanjutkan
pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan
dalam pelayanan terpadu, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor
1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri
Dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta
Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran, maka perkara ini disidangkan
dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan
permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il telah
melangsungkan pernikahan di Desa Inomata, Kecamatan Bone Raya,
Kabupaten Bone Bolango pada 31 Agustus 2012, dengan wali nikah adalah
Kakak kandung Pemohon Il bernama Yeyen Pomontong yang diwakilkan
mengakadkan Imam Abdullah Amran, adapun yang menjadi saksi adalah
Namrud Kono dan Samin Pomontong, dengan maskawin berupa uang

sejumlah Rp. 100.000,00 (serratus ribu rupiah) dibayar tunai, namun Pemohon
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I dengan Pemohon Il tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan
tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon | dengan Pemohon II
sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk agar dapat memiliki BUku
Nikah dan pengurusan Kartu Keluarga akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi
yaitu Yayuk Pomontong dan Yahya Kadir, para saksi tersebut adalah orang-
orang dewasa yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri
yang disampaikan dengan cara berpisah satu sama lain di bawah sumpah di
muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana yang telah diuraikan
dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain
dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan
tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka hakim
tunggal menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil,
sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk
menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang
dihubungkan dengan hasil analisa alat-alat bukti sebagaimana telah
dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai
berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon | dengan Pemohon Il pada
31 Agustus 2012 di

- Desa Inomata, Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango., dengan
wali nikah adalah Kakak kandung Pemohon Il bernama Yeyen Pomontong
yang diwakilkan mengakadkan Imam Abdullah Amran, adapun yang
menjadi saksi adalah Namrud Kono dan Samin Pomontong, dengan
maskawin berupa uang sejumlah  Rp. 100.000,00 (srratus ribu rupiah)
dibayar tunai.

- Bahwa sebelum menikah Pemohon | berstatus jejaka dan Pemohon I
berstatus janda dari perkawinan dibawah tangan;

- Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada hubungan keluarga atau
sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon | dengan

Pemohon II;
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- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk agar dapat memiliki

BUku Nikah dan pengurusan Kartu Keluarga akta kelahiran anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata
bahwa pernikahan Pemohon | dengan Pemohon Il telah sesuai ketentuan
Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum
Islam, maka hakim tunggal berpendapat bahwa permohonan para Pemohon
tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang
Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun
1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka
permohonan para Pemohon tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata
bahwa pernikahan pemohon | dengan pemohon |l telah sesuai ketentuan
Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum
Islam, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan para pemohon
tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang
Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun
1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang
mempunyai konsekuensi dan atau dampak yang cukup luas karena berkaitan
dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama,
kewarisan dan lain-lain, sementara pernikahan Pemohon | dengan Pemohon Il
meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara
hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya
para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan
tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sabh;

Menimbang, bahwa karena perkawinan Para Pemohon dilangsungkan
setelah tahun 1974, dan keduanya tidak memiliki buku Nikah, dan permohonan
itsbat nikah ini dimaksudkan sebagai bukti pernikahan Pemohon | dan
Pemohon II, dan untuk mengurus akta nikah, maka untuk menghindari
penyelundupan hukum, Pengadilan Agama Gorontalo dengan tenggang waktu

14 hari telah melakukan pengumuman dan ternyata dalam masa itu tidak ada
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pihak yang mengajukan keberatan, dengan demikian permohonan para
Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, lagi pula Hakim berpendapat
bahwa ketentuan dalam Pasal 7 ayat 2, 3 dan 4 Kompilasi Hukum Islam,
tidaklah bersifat kumulatif akan tetapi bersifat alternative, sehingga permohonan
para Pemohon beralasan hukum;
Menimbang, bahwa kedudukan wanita yang dinikahi menurut hukum
Islam sebagaimana ketentuan dalam kitab I'anathuth Thalibin Juz Il halaman
280, yang diambil alih oleh pendapat Majelis Hakim, yaitu:
dro 2o PIL9 Paanig 529 T Yo gl a5 9Siall Sl az gl 9 bo,uig
Artinya: Disebutkan pula bahwa ada 4 (empat) syarat bagi perempuan yang
dinikahi, yaitu, pertama tidak dalam ikatan pernikahan, kedua tidak,
sedang menjalani iddah dari lelaki lain, ketiga diketahui orangnya,
keempat tidak ada hubungan mahram dengan calon suaminya, baik
dari hubungan nasab maupun hubungan
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata
bahwa pernikahan Pemohon | dengan Pemohon Il telah sesuai ketentuan
Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum
Islam, maka hakim tunggal berpendapat bahwa permohonan para Pemohon
tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang
Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun
1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka
permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah
perkawinan antara Pemohon | dengan Pemohon Il sehingga dapat dicatatkan
pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo ;
Menimbang, dengan telah terbuktinya bahwa selama perkawinan para
Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak namanya sebagaimana yang didalilkan
oleh para Pemohon, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 42
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak tersebut dapat
ditetapkan sebagai anak sah dari hasil perkawinan antara Pemohon | dengan
Pemohon II;
Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah
Nomor 9 tahun 1975 bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang
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melangsungkan perkawinannya menurut agama islam, dilakukan oleh Pegawai
Pencatat nikah, maka hakim memerintahkan pada Para Pemohon untuk
mendaftarkan pernikahannya agar dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada
Kantor Urusan Agama Kecamatan kediaman Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Pemohon telah diberi izin
untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), karena telah terbukti dari
keluarga miskin/tidak mampu, maka berdasarkan Pasal 60 B ayat (2) Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang
Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 273 R.Bg jo., serta
ketentuan peraturan perundang-undangan terkait, seluruh biaya yang timbul
akibat perkara ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon | Saprudin Saban bin Usman
Saban dengan Pemohon Il Ferawaty Pomontong binti Ahmad Pomontong
yang dilaksanakan pada 31 Agustus 2012 di Desa Inomata, Kecamatan
Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango.;

3. Memerintahkan Pemohon | dan Pempohon Il untuk mendaftarkan
pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Barat Kota
Gorontalo;

4. Biaya perkara dibebankan ke Negara dalam DIPA Pengadilan Agama
Gorontalo Tahun 2022;

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 7
November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1444
Hijriah oleh Drs. Syafrudin Mohamad, MH sebagai hakim tunggal pada
Pengadilan Agama Gorontalo, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga
dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal tersebut dan didampingi
oleh Hj. Krista U. Biahimo, S.HI sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri

oleh para Pemohon.
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Panitera Pengganti, Hakim Tunggal,

Hj. Krista U. Biahimo, S.HI Drs. Syafrudin Mohamad, MH

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.373/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11



